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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN  
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 20 orang 
Responden mengenai efektivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dapat diukur 
dengan 5 indikator efektivitas kinerja Satpol PP yaitu produktivitas, pelayanan, responsivitas, 
responsibilitas dan akuntabilitas adalah sebagai berikut:  
1. Produktivitas  
Produktivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. 
Dilihat dari tanggapan responden, produktivitas kinerja Satpol PP yang terdiri dari 
pencapaian tujuan dan frekuensi penertiban sudah dilaksanakan tetapi belum 
mendapatkan hasil yang maksimal karena masih banyaknya PKL yang berjualan 
ditrotoar dan badan jalan.  
2. Pelayanan 
Indikator pelayanan Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan  kurang baik. Hal 
ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana berpa mobil dinas operasional 
dan anggota yang diturunkan ke lapangan untuk menunjang kegiatan penertiban, 
sehingga Satpol PP tidak dapat turun ke lapangan tepat waktu untuk seluruh lokasi 
PKL di Kota Pekanbaru. Sedangkan sikap Satpol PP dalam melakukan Penertiban 
sudah cukup baik yaitu bersahabat dan tetap tegas.  
3. Responsivitas 
Responsivitas Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan sudah cukup 
baik. Berdasarkan tanggapan responden, Petugas Satpol PP telah melakukan upaya-
71 
 
upaya yang sesuai untuk menertibkan PKL serta bersikap tegas terhadap PKL yang 
melakukan perlawanan.  
4. Responsibilitas 
Responsibilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan sudah cukup baik. Dari 
tanggapan responden, Petugas Satpol PP telah melakukan kegiatan penertiban sesuai 
dengan kebijakan organisasi Satpol PP serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran 
yang dilakukan oleh PKL.  
5. Akuntabilitas 
Akuntabilitas Satpol P dalam menertibkan PKL dinilai sudah cukup baik. Dari 
tanggapan responden, Petugas Satpol PP mempunyai tanggungjawab terhadap tugas 
dan fungsinya dan menertibkan PKL serta konsistensi terhadap tugas yang 
dimilikinya.  
Kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan 5 indikator efektifitas kinerja, 
dapat dinyatakan bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota 
Pekanbaru dinyatakan BELUM EFEKTIF.  
Adapun hasil penertiban yang belum maksimal di lapangan disebabkan oleh beberapa 
hambatan sebagai berikut: 
1. Kurangnya sarana prasarana berupa perlengkapan/peralatan untuk melakukan 
penertiban PKL. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru hanya di 
lengkapi sarana dan prasarana berupa Mobil Dinas Operasional dengan jumlah 12 unit 
yang hanya dapat dioperasikan 6 unit, ditambah dengan Mobil Dinas Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Mobil Dinas Kasi Operasional masing - masing 
berjumlah 1 unit. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP saat ini 
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tentunya belum memadai karena tidak sesuai dengan banyaknya jumlah PKL yang 
harus ditertibkan. 
2. Kurangnya tempat untuk merelokasi pedagang, sehingga masih banyak pedagang 
yang belum mendapatkan tempat berjualan yang baru. Oleh karena itu pedagang yang 
sudah ditertibkan tetapi belum mendapat tempat berjualan akan kembali menggelar 
dagangannya ditrotoar dan badan jalan.  
3. Tidak adanya POS pantau Satpol PP untuk mengawasi PKL disekitar pasar. POS 
pantau sangat diperlukan untuk mengawasi para PKL sehingga tidak kembali 
berjualan di trotoar dan badan jalan.  
6.2   SARAN  
Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran 
sebagai pertimbangan, sebagai berikut 
1. Kepala Satua Polisi Pamong Praja harus meningkatkan pengawasan terhadap 
pedagang kaki lima setelah melakukan kegiatan penertiban untuk mencegah pedagang 
kaki lima (PKL) kembali berjualan ditempat yang sudah ditertibkan serta melakukan 
penyuluhan dan pembinaan PKL.  
2. Para pedagang hendaknya mau mengikuti peraturan dan tidak melakukan perlawanan 
pada saat ditertibkan, serta mau direlokasi ketempat yang telah disediakan Pemerintah 
Kota Pekanbaru.  
3. Hendaknya instansi terkait dapat menindaklanjuti atau mengfungsikan tempat-tempat 
yang selama ini  tidak berfungsi. Contoh : Terminal Angkot / jalur transmetro 
Pekanbaru, Trotoar, Parkir 
 
